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SALINAN 
 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR   38   TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN 

RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN 

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PEKALONGAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 dan 

Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, 

bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran 

Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa melakukan 

evaluasi dan meminta kepada Bupati/Walikota untuk 

melakukan perubahan atas Peraturan Bupati/Walikota 

dan hasil perubahan Peraturan Bupati/Walikota 

tersebut menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa 

Tahap III; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan dengan memperhatikan 

Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Pekalongan Nomor : S-423/WPB.14/KP.0604/2019 

tentang Penyaluran Dana Desa Tahap III, maka 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan 

Penyaluran Serta Pengelolaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2019, perlu disesuaikan dan diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan 

Penyaluran serta Pengelolaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2019; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6263); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 

tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 

50/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 537); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1448); 
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 

tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke 

Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan 

Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan 

Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa 

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1521); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1506); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 56); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 39); 

20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2014 Nomor 39); 

21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 

Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5); 

22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57); 
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23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59); 

24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 

(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 

Nomor 60); 

25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66  Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan 

Penyaluran serta Pengelolaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan 

Tahun 2018 Nomor 68); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 
2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN 

RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN DANA 
DESA TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 66  Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, 

Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2018 Nomor 68), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 4 (empat) ayat baru 

yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga 

ketentuan Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 6 

 

(1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh 

puluh dua perseratus) dari Anggaran Dana Desa. 

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 4 huruf a, dihitung dengan cara 

membagi pagu Alokasi dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Desa secara 

nasional. 
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(3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

merupakan data jumlah Desa yang disampaikan 

oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian 

Keuangan. 

(4) Dalam hal jumlah Desa di Daerah berbeda dengan 

data jumlah Desa yang disampaikan oleh 

Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai 

perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri 

Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 

(5) Dalam hal jumlah Desa di Daerah lebih sedikit 

dibandingkan dengan data jumlah Desa yang 

disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri 

kepada Kementerian Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bupati menghitung dan 

menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa 

berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah yang 

tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai 

rincian APBN setelah dikurangi dengan jumlah 

Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud. 

(6) Dalam hal jumlah Desa di Daerah lebih banyak 

dibandingkan dengan data jumlah Desa yang 

disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri 

kepada Kementerian Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bupati menghitung dan 

menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa 

berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan 

oleh Kementerian Dalam Negeri. 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga ketentuan Pasal 

10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 
 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD. 

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD Kas Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 

diterima di RKUD persyaratan penyaluran telah 

dipenuhi. 
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(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan secara bertahap, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari 2019 dan 

paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2019 

sebesar 20% (dua puluh perseratus); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret 2019 dan 

paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019 

sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli 2019 sebesar 

40% (empat puluh perseratus). 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat 

kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling 

cepat bulan Januari dan paling lambat minggu 

keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% 

(dua puluh perseratus) dan 40% (empat puluh 

perseratus); dan 

b. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% 

(empat puluh perseratus). 

(5) Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik 

dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), merupakan pemerintah 

Daerah yang: 

a. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD 

kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 

Desa diterima di RKUD; dan 

b. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud 

pada huruf a untuk tahap III paling lambat 

bulan November. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 

dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan 

Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa. 
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(7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala 

Desa. 

(8) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II dan laporan 

konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. 

(9) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat dilakukan 

dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. penyaluran pertama untuk Desa yang telah 

memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa 

tahap III; dan 

b. penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak 

termasuk dalam penyaluran pertama tahap III 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8), menunjukkan rata-rata 

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% 

(tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata 

capaian output menunjukkan paling sedikit 

sebesar 50% (lima puluh perseratus). 

(11) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) dan ayat (10), dihitung berdasarkan rata-rata 

persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) dan ayat (10), dilakukan sesuai dengan tabel 

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, 

uraian output, volume output, cara pengadaan, 

dan capaian output. 
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Diundangkan     di Kajen 
pada tanggal      12 Agustus  2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 
                                    ttd 
                 MUKAROMAH SYAKOER 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  TAHUN 2019 NOMOR  36 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
MOCH. ARIFIN, SH.,MH. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19690205 199903 1 005 

(13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi 

kebutuhan input data, Kepala Desa dapat 

memutakhirkan tabel referensi data dengan 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang diterbitkan oleh 

kementerian/lembaga terkait. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal 12 Agustus 2019 

 
BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 

ASIP KHOLBIHI 
 
 


